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FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 





Pada tanggal 21 Desember 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah 
menandatangani Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi jangka panjang bagi Indonesia, yakni rentang tahun 2010-2025. 
Sebagai lembaga yang menjamin kesejahteraan purna tugas Pegawai Negeri Sipil 
EPNSF, Taspen memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelayanan yang maksimal 
dengan kontrol ketat dan terstruktur, mengingat jumlah PNS pada tahun 2015 tercatat 
sejumlah 4.455.503 yang mana untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri 
berjumlah 83.346 orang, semuanya tergabung dalam jaminan hari tua dan pensiun. 
Oleh karena itu, berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 diharapkan 
menjadi ajang perbaikan bagi PT Taspen khususnya PT Taspen cabang Yogyakarta 
baik secara hubungan horizontal terhadap layanan kepada pensiunan, maupun secara 
institusional di dalam tubuh Taspen itu sendiri. 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di PT Taspen Persero Yogyakarta. Penelitian ini 
juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji dan 
meneliti berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni melihat bagaiamana ketentuan 
peraturan normatif yang berhubungan dengan penelitian ini, serta bagaiamana 
realitanya dalam tataran aplikatif di PT Taspen Persero Yogyakarta. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah berlakunya Perpres 
Nomor 81 Tahun 2010, memiliki implikasi langsung pada perbaikan sistem layanan 
dan penyaluran dana pensiun yang lebih mengedepankan kemudahan akses dan 
kecepatan pelayanan yang didukung dengan payung hukum aturan aplikatif yang 
berdasar pada Peraturan Presiden maupun Aturan Kementerian BUMN, maupun 
keuangan. Imbasnya, Taspen menjadi salah satu lembaga terbaik dengan sejumlah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Praktik birokrasi di Indonesia era reformasi saat ini, dapat dikatakan belum 
mengalami banyak perkembangan berarti. Masih dapat kita temukan aparatur birokrat 
di Indonesia yang masih memiliki pemikiran bahwasanya masyarakatlah yang 
membutuhkan mereka, sehingga praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme EKKNF 
masih marak terjadi. Dari hal tersebut bisa kita lihat masih buruknya mentalitas 
birokrat selain penataan sistem yang kurang komprehensif guna meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat.  
Krisis moneter yang dialami Indonesia era reformasi tahun 1998, memicu 
permasalahan elementer yang multidimensi di berbagai sektor kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Indonesia. Tuntutan kuat dari masyarakat akan adanya perubahan 
menjadi sebuah keniscayaan yang diidamkan oleh setiap lapisan masyarakat. Sejak 
itu pulalah tonggak reformasi dari segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara 
dilakukan, mulai dari reformasi ekonomi, sosial, hukum, bahkan birokrasi, yang 
dikenal sebagai gelombang reformasi pertama.1 
                                                          
1 Pembukaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010  Tentang Grand Desain Reformasi 





Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda 
kekayaan antar salah satu atau dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk 
melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang 
lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan 
hukum mengenai harta benda kekayaan antar salah satu atau dua pihak, dalam mana 
satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu 
hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu 
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi membuatnya semakin 
kehilangan legitimasi sosial. 2  Citra birokrasi pemerintah memiliki kecenderungan 
terus menurun dan sering dinilai menjadi sumber dari berbagai masalah publik yang 
dihadapi masyarakat. Dalam proses sosial politik, birokrasi sering dinilai sebagai 
salah satu penghambat proses demokratisasi di Indonesia. 3  Birokrasi pemerintah 
sering dinilai gagal memfasilitasi berkembangnya masyarakat sipil yang kuat. Dalam 
bidang ekonomi dan bisnis misalnya, birokrasi sering menjadi faktor negatif karena 
kerap menjadi penyebab dari ekonomi biaya tinggi dan menyebabkan rendahnya 
iklim investasi di Indonesia.4 
                                                          
2 Agus Dwiyanto, Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia, EYoyakarta:PSKK UGM, 
2007F, hlm. 132. 
3 Ibid. 
4 World Bank & IFC, Doing Business in Indonesia 2MNM; Comparing Regulation in N4 Cities 
and N83 Economies, The First Country-Specific Subnational Report of Doing Business Series, 





Reformasi birokrasi, seiring berjalannya waktu terus mengalami 
perkembangan. Kepentingan untuk menjaga sistem birokrasi yang bersih guna 
melayani masyarakat sebaik-baiknya adalah semangat utama diperlukannya 
pembenahan sistem birokrasi di segala lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
benegara. Perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara 
individu dengan instansi tertentu. Disisi lain perilaku merupakan suatu fungsi dari 
interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya, sebagai irisan antara 
individu dengan lingkungan.5 Individu disini membawa ke dalam tatanan birokrasi 
sebuah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan dan kebutuhan. 
Sistem birokrasi yang tampak nyata ada di Indonesia adalah sistem birokrasi 
yang memiliki pola paternalistis. Pola paternalistis dalam sistem birokrasi di 
Indonesia dapat kita lihat dalam proses interaksi antar struktur yang hierarkis dan 
cenderung membuat pejabat bawah bergantung pada pejabat diatasnya. Posisi yang 
hierarkis inilah yang terkadang menjadi penyebab mereka memperlakukan atasan 
secara berlebihan dengan menunjukkan loyalitas dan pengabdian yang sangat tinggi 
pada atasannya dengan mengabaikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat 
sebagaimana yang seharusnya menjadi tugas utama mereka.6 
                                                          
5 Miftah Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi 
Negara Jilid II EJakarta: Rajawali, 1991F, hlm. 186. 





Dengan konsepsi diatas, menyebabkan para birokrat cenderung menganggap 
warga sebagai obyek pelayanan, bukan subyek yang harus dikenali kebutuhannya dan 
dilayani dengan baik.7 Hal inilah yang berpotensi merugikan warga karena birokrasi 
publik cenderung mengalami pergeseran pola yang seharusnya sebagai pengabdi, 
berubah menjadi perpanjangan tangan atasan. Sikap paternalistik inilah yang 
berusaha dihapus oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dalam Grand 
Desain Reformasi Publik di Indonesia Tahun 2010-2025. 
Reformasi birokrasi di Indonesia sedang menempuh babak baru sejak 
pemerintah meluncurkan grand design reformasi birokrasi nasional melalui Perpres 
Nomor 81 Tahun 2010 agar upaya reformasi birokrasi dapat berjalan lebih terarah 
dan berkesinambungan. Pelaksanaan grand design ini diikuti oleh seluruh 
kementerian/lembaga yang berada dibawah pengelolaan tim nasional reformasi 
birokrasi dengan pelibatan berbagai elemen terkait atas koordinasi wakil presiden 
seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 
selaku Pembina, BPKP selaku tim penjamin mutu (quality assurance), serta 
Kementerian Keuangan selaku pengampu urusan keuangan dan remunerasi berbasis 
kinerja yang pengaplikasiannya bersifat fleksibel dalam perikatan antara pihak 
birokrat yang dalam hal ini adalah PT Taspen EPerseroF dengan PNS. Peluncuran 
grand design ini tidak terlepas dari pencapaian indeks persepsi korupsi Indonesia 
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pada 2015 yang hanya memiliki poin 36 pada skala 1-100 dan menempati peringkat 
88 dunia dan peringkat 15 Asia.8 Peringkat yang tidak terlalu memuaskan, namun 
jelas meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya memiliki indeks 3.0 pada skala 
1-10 dan hanya menempati peringkat 100 negara terbersih dari 183 negara yang 
disurvey.9 
Sebagai bagian dari pelayan publik non pemerintah yang bergerak di bidang 
penyelenggaraan dana pensiun, Taspen tetap tak bisa terpisahkan dari konsep 
birokrasi. Perikatan adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda 
kekayaan antar salah satu atau dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk 
melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang 
lain berhak menuntut pelaksanaan janji ituPerjanjian adalah sebagai suatu hubungan 
hukum mengenai harta benda kekayaan antar salah satu atau dua pihak, dalam mana 
satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu 
hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.10 
Perikatan yang terjalin antara PNS dengan Taspen dituntut lebih baik dalam 
pengaplikasian prestasi Taspen sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang 
bergerak dibidang birokrasi yang secara khusus mengatur dan menyalurkan serta 
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menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Taspen yang dalam hal ini 
sebagai birokrat dalam penyelenggaran penyaluran dana pensiun, dituntut sesuai dan 
sejalan dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang 
dalam Peraturan Presiden EPerpresF Nomor 81 Tahun 2010. 
Badan Usaha Milik Negara EBUMNF merupakan badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar usahanya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.11 Lebih jauh, pada 
dasarnya kenyataan bahwa BUMN tidak hanya berperan sebagai usaha bisnis semata 
melainkan juga merupakan bagian dari aparatur negara, seringkali menyebabkan 
bahwa BUMN menjadi biokratis dan kehilangan keluwesan serta kegesitan usaha 
yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan bisnis.12 Fenomena inilah yang harus 
bisa ditangani dengan baik oleh PT Taspen EPerseroF, sebagai birokrat pengelola dana 
nasabah pensiun, yang dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil EPNSF. Hal ini 
menjadi lebih penting mengingat 1.77% warga Indonesia adalah PNS, dan semua 
tanggung jawab pelayanan serta penjaminan dana pensiun PNS seluruhnya menjadi 
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tanggung jawab PT Taspen EPerseroF, 13  maka tuntutan peningkatan pelayanan 
menjadi sebuah keharusan yang diamanatkan konstitusi. 
Disisi lain, peran Taspen dalam penyaluran dana pensiun pegawai negeri sipil 
juga perlu untuk diteliti bagaimana proses dan keberlangsungannya. Hal ini 
mengingat adanya kontrak baku dalam perikatan antara PT Taspen EPerseroF terhadap 
PNS diawal masa baktinya. Hal ini juga patut dicermati mengingat Taspen sebagai 
lembaga penjamin dan penyalur dana pensiun memiliki posisi sebagai pihak yang 
diberi amanat undang-undang untuk itu. Dengan kata lain perikatan antara PT Taspen 
EPerseroF dengan PNS merupakan perikatan yang bersegi satu. 
Lebih jauh, perikatan antara PT Taspen EPerseroF dengan PNS yang terikat 
kontrak baku dan bersegi satu tersebut perlu dikontrol keberlangsungannya karena 
posisi tawar Taspen sebagai pihak yang berkontrak lebih dominan terhadap individu 
PNS yang menjadi pihak kedua, dimana PT Taspen EPerseroF sebagai lembaga 
penyalur jaminan hari tua memiliki kuasa yang lebih dengan aturan-aturan yang harus 
ditaati oleh PNS terikat, sebelum akhirnya menerima prestasi dari PT Taspen 
EPerseroF setelah pensiun nantinya. Perikatan antara Taspen yang menjadi pihak 
penjamin simpanan hari tua tentu mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan 
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengenai grand design reformasi birokrasi yang 
tentunya ini akan membantu dan mempermudah PNS dalam menerima prestasi atas 
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kesepakatannya dengan PT Taspen yang telah disepakati sebelum purna tugas. 
Kepesertaan PNS dalam perikatan jaminan hari tua dengan PT Taspen EPerseroF 
bersifat wajib bagi seluruh pegawai tanpa terkecuali. 
Pelayanan terhadap pensiunan aparatur sipil negara EASNF yang semakin baik 
dari waktu ke waktu merupakan tuntutan Taspen sebagai bagian dari pelayan publik 
di bidang birokrasi. Ketepatan prestasi antara apa yang disepakati oleh pihak PT 
Taspen EPerseroF dengan PNS sebelum purna tugas juga menjadi bagian yang perlu 
dikontrol keberlangsungannya. Semangat reformasi dalam birokrasi di jajaran staf 
dan pegawai PT Taspen EPerseroF sejalan dengan visi mereka yakni “menjadi 
pengelola dana pensiun dan tabungan hari tua ETHTF serta jaminan sosial lainnya 
yang terpercaya”. Hal ini berbanding lurus dengan misi yang mereka emban yakni 
“mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan 
stakeholder lainnya secara professional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan 
etika yang tinggi”.14 
Berangkat dari fakta dan fenomena serta permasalahan birokrasi di atas, maka 
penyusun memandang perlu adanya penelitian untuk melihat bagaimana realitas di 
lapangan pasca Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design 
reformasi birokrasi di Indonesia tahun 2010-2025, yang dalam hal ini direpresentasi 
oleh PT Taspen EPerseroF cabang Yogyakarta yang merupakan salah satu birokrat 
                                                          






dalam lingkup lembaga BUMN. Penelitian ini juga digunakan untuk melihat 
bagaimana perbedaan antara das solen dan das sein dalam reformasi birokrasi di 
lingkup PT Taspen EPerseroF sebagai birokrat dan pelayan masyarakat di bidang 
pelayanan pensiunan aparatur sipil negara. Maka dari itu penelitian ini akan 
dituangkan penyusun dalam penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS 
PERJANJIAN KONTRAK DAN PELAYANAN PASCA DIBERLAKUKANNYA 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, secara khusus rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana keberlangsungan jaminan hari tua dalam perjanjian antara 
Aparatur Sipil Negara EASNF dengan PT Taspen EPerseroF cabang Yogyakarta 
pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang reformasi 
birokrasi? 
2. Bagaimanakah praktik reformasi birokrasi di PT Taspen EPerseroF cabang 





C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1.   Tujuan Penelitian 
      Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
aF Untuk mengetahui bagaimana reformasi birokrasi dilihat dari aspek 
hukum perdata, serta melihat bagaimana pengaruh Perpres No. 81 
Tahun 2010 dalam kaitannya dengan prestasi yang dilakukan Taspen 
terhadap aparatur sipil negara EASNF mengingat posisi PT Taspen 
EPerseroF yang merupakan badan hukum Erechtspersoon) dan menjadi 
bagian dari Badan Usaha Milik Negara, serta hubungannya dengan 
pensiunan ASN sebagai subyek hukum orang (persoon) pada 
penjaminan dana sosial pensiun dan pelayanan birokratif yang dalam 
hal ini Taspen berposisi sebagai penjamin dana simpanan asuransi 
pegawai negeri sipil. 
bF Untuk melihat bagaimana reformasi birokrasi di PT Taspen EPerseroF 
cabang Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2010. 
cF Untuk melihat apakah reformasi birokrasi dalam lingkup PT Taspen 
EPerseroF cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden 
Nomor 81 Tahun 2010 mengenai grand design reformasi birokrasi di 
Indonesia tahun 2010-2025. 





Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain 
terbagi dalam dua aspek, yakni: 
aF Secara teoritis-akademis, penelitian ini digunakan untuk memberikan 
sumbangsih pemikiran dan diharapkan dapat berguna dalam 
pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya serta 
menambah referensi keilmuan secara khusus dalam bidang ilmu 
hukum perdata. Disisi lain, penelitian ini jua dapat digunakan sebagai 
telaah dan selayang pandang bagi PT Taspen EPerseroF dalam 
menentukan kebijakan dalam menjalankan amanah konstitusi sebagai 
pengelola dana pensiun kedepannya. 
bF Secara praktis-pragmatis, penelitian ini dapat digunakan untuk 
memperluas pandangan perihal pengambilan tindakan pemerintah 
dalam kacamata reformasi birokrasi pada lingkup badan usaha milik 
negara EBUMNF yang dalam hal ini direpresntasikan oleh PT Taspen 
EPerseroF cabang Yogyakarta. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bagian dari kontrol masyarakat atas berjalannya reformasi 
birokrasi di Indonesia agar tercipta pelayanan masyarakat khususnya 
bagi para pensiunan aparatur sipil negara EASNF. 





 Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode library research belum 
banyak ditemui adanya karya yang secara spesifik membahas permasalahan 
sebagaimana yang tertuang dalam makalah ini. Namun secara umum ditemukan 
adanya banyak karya yang menerangkan mengenai bagaimana reformasi birokrasi 
yang seharusnya, serta buku atau karya yang memuat perihal Badan Usaha Milik 
Negara itu sendiri, serta buku-buku yang menerangkan mengenai konsep dasar 
keperdataan di Indonesia, yang diantaranya adalah sebagai berikut: 
 Karya tulis yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Thahir 
Haning, Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik EFISIPOLF Universitas 
Hasanuddin EUNHASF Makassar, dengan judul “Reformasi Birokrasi, Desain 
Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik di Indonesia”.N5 Secara umum buku 
ini berisi perihal pendekatan terbaik guna terwujudnya sistem pelayanan birokrasi 
yang baik di Indonesia. Di buku ini pula dijabarkan beberapa pendekatan teoretik 
perihal reformasi birokrasi serta pendekatan terbaik guna memecahkan masalah 
tersebut. Secara kesimpulan, buku ini berisi perihal pandangan dalam memberikan 
sumbangsih bagi perbaikan secara konkret desain administrasi publik dan sistem 
birokrasi di Indonesia. 
 Karya selanjutnya adalah kaya Pandji Anoraga, Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro EUNDIPF Semarang, dengan judul “BUMN, Swasta dan Koperasi; Tiga 
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Pelaku Ekonomi”.N6 Secara umum, buku ini berisi secara konkret perihal badan usaha 
milik negara dan segala sudut pandangnya baik yuridis, filosofis maupun sosiologis. 
Buku ini juga menyentuh sisi historis dari keberadaan BUMN itu sendiri serta 
dinamikanya seiring berjalannya waktu. Pada kesimpulannya, buku ini menggiring 
kita mindset pemerintah guna menciptakan bagaimana desain yang tepat untuk tata 
kelola BUMN yang tepat, secara khusus yang berhubungan dengan sistem birokrasi. 
 Karya tulis selanjutnya adalah tesis karya Suratno, Magister Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian 
Pembayaran Pensiun Antara PT. Taspen dengan Bank Tabungan Pensiun 
Nasional”.N7 Penelitian ini mengkaji perihal bagaimana hubungan kerjasama antara 
PT Taspen EPerseroF dengan BTPN selaku pihak yang bertanggung jawab atas 
penyaluran dana pensiun di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
mengenai hubungan simbiosis mutualisme antara pihak Taspen dengan BTPN yang 
mana keduanya sama-sama diuntungkan dalam pembagian market share guna 
menjaga likuiditas antar keduanya dalam memberi masukan bagi pendapatan negara 
di sektor penyaluran dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil. 
 Karya tulis selanjutnya adalah karya Ilham Setia Pradana, Sarjana Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
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Tentang Pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di 
PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta”.N8  Karya ini membahas perihal 
aspek hukum dalam pelaksanaan penyaluran dana pensiun di PT Taspen EPerseroF 
Surakarta. Dalam simpulannya, penulis menyimpulkan bahwasanya penyaluran dana 
pensiun di PT Taspen EPerseroF cabang Surakarta telah sesuai koridor hukum 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981. 
 Karya tulis terakhir adalah karya Ayudhia Utami, Sarjana Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan 
Hari Tua”.N9 Karya ini menjabarkan secara rinci bagaimana kewenangan dan peran 
masing-masing lembaga penyelenggara jaminan hari tua yang mana di dalamnya 
terdapat peran penting PT Taspen EPerseroF. Penelitian ini juga memperlihatkan 
control keterkaitan antara UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pemberian Pensiun 
Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil dengan 
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri 
Sipil sebagai peraturan dasar (solen) dengan memperlihatkan bagaimana 
fenomenanya di lapangan (sein). Kesimpulan dari karya tulis ini adalah bagaimana 
pendikotomian peran antar masing-masing lembaga penyalur dana pensiun 
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menyebabkan sempurnanya fungsi dan tujuan utama dari jaminan hari tua bagi 
pensiunan Pegawai Negeri Sipil. 
E. Kerangka Teoretik 
 Kerangka teoretik dalam sebuah karya tulis memiliki peran sebagai pisau 
analisis dalam mengupas dan membedah pokok permasalahan serta memecahkannya 
dalam jawaban dan analisis penyelesaian yang komprehensif sebagaimana tujuan dari 
karya tulis ini. Maka dari itu penulis menggunakan beberapa teori yaitu: 
1. Perikatan 
Perikatan ialah suatu perbuatan yang mana satu subyek hukum atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu subyek hukum lain atau lebih Epasal 
1313 Kitab Undang-Undang Hukum PerdataF. Pengertian perikatan ini 
mengandung unsur : a. Perbuatan, Penggunaan kata “Perbuatan” pada 
perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata 
perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa 
akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; b. Satu orang atau lebih 
terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling 
sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling 
memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah 
orang atau badan hukum. c. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian 





lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul 
karena kehendaknya sendiri.20 
Buku III Burgerlijk Wetboek EKitab Undang-Undang Hukum PerdataF 
memiliki redaksi perikatan. Perikatan (verbintennis) disini memiliki arti yang 
lebih luas dari kata perjanjian, sebab dalam buku III ini diatur juga mengenai 
hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan 
atau perjanjian yang mungkin timbul akibat hukum di dalamnya. Akan tetapi 
sebagian besar isi dari buku III ini ditujukan pada perikatan-perikatan yang 
timbul dari adanya persetujuan atau perjanjian.21 
Bentuk perikatan yang paling sederhana adalah suatu perikatan yang 
masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika 
juga dapat dituntut prestasinya. Ada pula jenis perikatan yang di dalamnya 
terjalin hubungan yang lebih spesifik dan melibatkan subyek hukum orang 
(persoon) dengan badan hukum (rechtspersoon), atau justru badan hukum 
dengan badan hukum. 
Terdapat beberapa macam perikatan 22  yang ada dan berlaku di 
Indonesia, yang sesuai untuk dijadikan pisau analisis dalam karya tulis ini: 
aF Perikatan Bersyarat (voorwaardelijk) 
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Perikatan ini adalah suatu perikatan yang digantungkan pada 
suatu kejadian di kemudian hari yang melibatkan kedua belah 
pihak yang terikat. Dalam perjanjian ini berlaku pula syarat 
penangguhan atau penundaan prestasi (opschortende 
woorwarde) 
bF Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu 
(tijdsbepaling) 
Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu 
ialah suatu hal pasti akan datang atau terlaksana meskipun 
belum akan diketahui kapan datangnya waktu untuk salah satu 
pihak melakukan prestasi. 
2. Jaminan Sosial 
Seiring berkembanganya ekonomi dunia, segala jenis institusi sosial 
kemasyarakatan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dan salah 
satu yang paling terpengaruh adalah perihal jaminan sosial. Pengaruh ini dapat 
kita lihat dalam skala yang lebih luas seperti jumlah aliran finansial maupun 
pemertahanan taraf hidup setiap individu.23 
Secara konstitutif, jaminan sosial adalah salah satu bentuk 
perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 
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kebutuhan dasarnya secara layak. 24  Lebih jauh, dalam Ministry of Health 
Labour and Welfare (Koshei Rodosho) di Jepang, mendefinisikan jaminan 
sosial sebagai berikut25 
“Social security systems mean the systems to enable every citizen to 
lead a worthy life as a member of cultured society. Social security 
systems provide countermeasures against the causes for needy 
circumstances including illness, injury, childbirth, disablement, death, 
old age, unemployment and having a lot of children by implementing 
economic security measures through insurance or by direct public 
spending”. 
Dalam Social Security Research yang dilakukan oleh International 
Labour Organisation EILOF tahun 1984, dinyatakan bahwasanya setidaknya 
ada tiga tahap pengembangan dalam evolusi jaminan sosial di dunia. Yang 
pertama adalah mengenai kaum fakir dan miskin berupa sumbangan dari 
kaum kaya. Yang kedua adalah skema asuransi sosial yang dikembangkan 
berdasarkan suatu kewajiban premi sosial pada peserta pensiun. Yang ketiga 
adalah konsep pencegahan dengan tujuan menjaga kualitas hidup.26 
Di Indonesia sendiri, jaminan sosial diinisiasi oleh pemerintah yang 
terus diusahakan perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan kualitas 
manfaat (benefit package) dari jaminan sosial. Adapun program pembiayaan 
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jaminan sosial bisa dilakukan dalam beberapa model. Baik melalui pajak 
(social security tax), iuran kontribusi dalam bentuk asuransi sosial dan bahkan 
komersial maupun tabungan.27 Jaminan sosial inilah yang merupakan salah 
satu tugas dan wewenang PT Taspen EPerseroF yang menjamin 
berlangsungnya serta menjadi pengelola dana pensiun bagi Pegawai Negeri 
Sipil. Dengan adanya teori jaminan sosial sebagai pisau analisis, maka 
diharapkan karya tulis ini dapat menjadi semakin sempurna, mengingat 
korelasi paling nyata antara penjalanan sistem birokrasi di Indonesia adalah 
dengan program penjaminan sosial bagi pensiunan PNS. 
3. Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam 
konteks pelayanan publik menurut Moenir dalam “Transformasi Pelayanan 
Publik”28 adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode 
tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. 
Pemberian pelayanan publik oleh aperatur pemerintah kepada masyarakat 
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sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai sebagai 
pelayan masyarakat. 
Lebih jauh, pelayanan publik menurut Sinambela 29  adalah sebagai 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia 
yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 
atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat 
pada suatu produk secara fisik. Sejalan dengan itu, pelayanan publik menurut 
Wasistiono dalam “Kualitas Pelayanan Publik”30 adalah pemberian jasa baik 
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta 
kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 
kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 
Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 31  tentang Pelayanan Publik, 
pelayanan publik dapat difahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 
jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2003,32 pelayanan publik adalah 
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segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun 
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Dari penjabaran makna diatas, teori ini digunakan oleh penulis sebagai 
pisau analisa guna melihat bagaimana reformasi birokrasi ini bekerja 
sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 di PT Taspen 
EPerseroF cabang Yogyakarta. Dengan menggunakan teori pelayanan publik 
penulis berusaha melihat fenomena pelayanan masyarakat dalam hal 
pemenuhan jaminan pensiunan di Taspen dan perubahannya pasca berlakunya 
Perpres No. 81 Tahun 2010. 
4. Teori Reformasi Birokrasi 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa reformasi 
birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem administrasi yang 
dijalankan oleh aparatur negara baik pada level pemerintahan daerah maupun 
pemerintahan nasional. Pendekatan reformasi birokrasi ini merupakan 
pendekatan sistemik yang secara konseptual lebih mengutamakan 
komprehensi dibandingkan ekstensi.33 Artinya, pengertian reformasi birokrasi 
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adalah agenda yang mendesak untuk dilakukan demi pembenahan sistem 
administrasi yang benar-benar melayani masyarakat secara keseluruhan. 
Reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi atau perubahan yang 
direncanakan merupakan proses yang berkelanjutan. Penahapan reformasi 
birokrasi merupakan pandangan yang perlu dijabarkan sesuai dengan kondisi 
dan kebutuhan instansi atau lembaga pemerintah baik dipusat maupun di 
daerah. Pada akhirnya, reformasi birokasi menjadi sarana perwujudan 
paadigma baru pemerirntahan dari government menuju governance.34 
Dalam karya tulis ini teori reformasi birokrasi merupakan bagian dari 
strategi kebijakan untuk membenahi lembaga pemerintahan yang tidak 
bekerja secara maksimal dan sering melakukan inkonsistensi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disini penulis akan berusaha 
memaparkan secara rinci mengenai perubahan sektor pelayanan masyarakat 
yang menjadi kewenangan PT Taspen EPerseroF sebagai objek teliti. 
Penggunaan teori ini sebagai pisau analisa juga diharapkan akan memberikan 
pemahaman yang lebih luas mengenai proses kebijakan pasca berlakunya 
Perpres No. 81 Tahun 2010. 
F. Metode Penelitian 
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Metode Penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset 
untuk mengumpulkan data. 35  Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian 
adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu 
dilakukan. 36  Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal 
yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini: 
1.   Jenis Penelitian 
Dalam karya ini, penulis menggunakan metode field research dengan 
menggunakan data sebagai dasar utama dalam melakukan telaah analisis. Field 
research adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang 
diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.37 
Metode field research digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen 
dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan 
demikian luasnya. Field research dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan 
kepada metode survai dan eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data 
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sekunder.38 Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang pengaruh reformasi 
birokrasi di lingkungan BUMN yang dalam hal ini menggunakan PT Taspen 
EPerseroF cabang Yogyakarta sebagai objek penelitian. Telaah yang dilaksanakan 
untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan 
kritis dan mendalam terhadap data-data yang relevan. 
2.   Sifat Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
empiris, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis 
melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma 
hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
reformasi birokrasi dalam kacamata lembaga BUMN yang dalam hal ini PT 
Taspen EPerseroF cabang Yogyakarta menjadi objek teliti guna kemudian 
dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung 
jawabkan.  
3.   Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber 
sekunder. 
1F Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud 
sumber primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
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2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi di Indonesia tahun 2010-2025, 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara 
EBUMNF, serta waawancara langsung dengan kepala bagian pelayanan 
masyarakat PT Taspen EPerseroF cabang Yogyakarta. Kemudian, sumber 
sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. 
2F Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan (Library research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan 
dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin asas hukum 
dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan  
obyek telaah penelitian ini yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain 
sebagainya. Dalam karya tulis ini, sumber data sekunder diperoleh dari tulisan-
tulisan ilmiah, buku, makalah, artikel, website serta hal lain yang mendukung 
penulisan. 
4.   Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan 
untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. 
Bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research) 
penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer 
berupa dokumen-dokumen keterangan atau informasi dari berbagai pihak. Metode 
field research disini digunakan untuk memperoleh data langsung sebagaimana 





Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library 
research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk 
mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran 
konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah 
penelitian ini yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya.  
Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian data dan informasi 
melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis ataupun dokumen elektronik 
yang dapat mendukung dalam proses penulisan. 
5.   Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis, yaitu mengkaji 
konsep normatif atau peraturan perundang-undangan dalam hal ini, UUD 1945, 
UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan 
Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, Perpres No. 25 Tahun 1981 tentang 
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Perpres No. 81 Tahun 2010 mengenai 
Reformasi Birokrasi di Indonesia. 
Empiris, yaitu mengkaji kenyataan empiris yang berpijak pada kenyataan, dalam 
hal ini realitas pelaksanaan birokrasi di PT Taspen EPerseroF yang berlandaskan 
Perpres No. 81 Tahun 2010. 
G.     Sistematika Pembahasan 
Dalam penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak Dan 





(Persero) Yogyakarta” pembahasan akan dibagi kedalam lima bab dengan 
sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah 
yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan 
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh 
penyusun. 
Pada bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai reformasi birokrasi dan 
tinjauan model perikatan serta perjanjian di PT Taspen EPerseroF. 
Bab ketiga merupakan bab yang berisi uraian gambaran umum mengenai PT 
Taspen EPerseroF dan mekanisme penyaluran dana pensiun pasca Peraturan Presiden 
Nomor 81 Tahun 2010. 
Bab keempat berisi analisis data dan pembahasan perihal perubahan pelayanan 
birokrasi dalam rangka pemenuhan prestasi dana pensiun PNS. Analisis data dan 
pembahasan akan mengacu pada teori-teori yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya. 
Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas 








6. BUMN TRACK Juara III Implementasi GCG BUMN Non Terbuka Berdaya 
Saing Terbaik. 
7. Bisnis Indonesia Insurance Award 2MN3: THE BEST PRACTICES 
IMPROVEMENT dan THE BEST PRACTICES. 
8. Komisi Informasi Pusat Peringkat 3 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan 
















  Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengenai 
pelaksanaan reformasi birokrasi pasca Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 
pada PT Taspen Persero Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sejak diberlakukannya Perpres Nomor 81 Tahun mengenai reformasi 
birokrasi secara menyeluruh, PT Taspen Yogyakarta melakukan begitu 
banyak perbaikan keluar maupun ke dalam demi membaiknya pelayanan 
kepada nasabah. Perbaikan dalam hal pelayanan ini meliputi pendekatan 
jangkauan dan kemudahan bagi pensiunan yang tentu saja berusia tua dan 
memiliki keterbatasan tenaga. Perbaikan ini sejalan dengan semangat 
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 yang mengedepankan kemudahan dan 
kecepatan akses layanan. 
Disisi lain perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi juga dilakukan PT 
Taspen Yogyakarta kedalam, yakni perbaikan pada sistem di dalam tubuh 
perusahaan itu sendiri. Perbaikan ini bersifat menyeluruh dan ordinatif 
dimana PT Taspen Yogyakarta menjalankan program yang dicanangkan 
oleh Kantor Pusat Jakarta, dan Kantor Cabang Utama Semarang. Perbaikan 
dari dalam ini diharapkan selain meningkatkan pelayanan kepada nasabah, 
juga meningkatkan kualitas, kredibilitas serta integritas PT Taspen 





melakukan penjaminan hari tua serta penyaluran dana pensiun bagi 
Pegawai Negeri Sipil. 
2. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Pegawai Negeri 
Sipil sudah secara otomatis terikat dan mengikatkan dirinya dengan PT 
Taspen guna keberlangsungan dan terjaminnya penyaluran dana pensiun 
ketika tiba saatnya. Seringnya terjadi perubahan ketentuan semenjak PNS 
menandatangani kesepakatan menjadi nasabah Taspen hingga pensiun, 
tentu menjadi masalah tersendiri karena boleh jadi perubahan tersebut akan 
berujung pada terjadinya wanprestasi dari pihak PT Taspen Persero karena 
terjadi perubahan aturan dan ketentuan yang sebenarnya dibenarkan dan 
diizinkan oleh Undang-Undang karena pun perjanjian ini merupakan 
kesepakatan bersegi satu, sehingga memicu berubahnya kesepakatan antara 
apa yang ditandangani dahulu dengan apa yang didapat ketika pensiun, 
sekalipun hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dengan 
hadirnya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 mengenai grand design reformasi 
birokrasi ini, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, 
bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak justru mengalami peningkatan 
layanan yang sebenarnya bermuara pada meningkatnya prestasi dalam 






PT Taspen EPerseroF sebagai bagian dari pendanaan pensiunan memiliki 
kecenderungan terlalu berfokus pada pelayanan pensiunan, namun kurang 
menjangkau peserta aktif yakni PNS yang masih berada dalam masa pengabdian. Hal 
ini dibuktikan dengan minimnya pengetahuan dari kalangan PNS itu sendiri 
mengenai berapa dana yang disetor, berapa besar haknya kelak, serta bagaimana 
kesesuaian dana yang ia dapat kelak dengan perhitungan berdasar ketentuan, dan 
realita dana yang ia setorkan saat sebelum purna tugas. Sejauh ini PT Taspen 
EPerseroF secara umum dan PT Taspen Kantor Cabang EKCF Yogyakarta secara 
khusus hanya melakukan pendekatan berupa sosialisasi tanpa ada tindak lanjut 
pemberian informasi detil secara tersurat pada individu mengenai hak dan 
kewajibannya sebagai anggota Taspen. 
C. Saran 
Diharapkan agar PT Taspen Persero khusunya Kantor Cabang Yogyakarta 
untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada nasabah mengingat jumlah PNS di 
Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang mana berarti tugas serta 
tanggung jawab Taspen juga ikut bertambah seiring berjalannya waktu.  
Diharapkan pula kedepannya, agar penelitian ini diadakan di semua kantor 
cabang EKCF Taspen di seluruh Indonesia, untuk melihat bagaimana keberlangsungan 
peran reformasi birokrasi dalam penyaluran dana pensiun untuk semakin 
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